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BAB V 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan temuan data yang berasal dari hasil wawancara 

dengan pemilik usaha rumah kos Tentang Pajak Kos-Kosan Sesuai PERDA 

No. 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos 

di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung), dapat diperoleh hasil 

pembahasan sebagai berikut: 

A. Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos-Kosan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah disajikan dalam penelitian ini 

diketahui bawah pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos-kosan 

masih jauh dari kata paham dan mengetahui. Secara keseluruhan 

mengenai pemahaman terhadap pajak kos sesuai PERDA No. 7 Tahun 

2019 di Kelurahan Bago masih sangat rendah tingkat pemahaman.  

Pemahaman yang berpengaruh terhadap pajak kos seperti Wajib 

Pajak Kos mengetahui akan manfaat dari pembayaran pajak untuk 

membangun Kabupaten Tulungagung agar lebih baik mengenai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemahaman Wajib Pajak sebagai 

pandangan wajib pajak pada pengetahuan adanya peraturan wajib pajak 

bagi usaha rumah kos. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan 

dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang.76 

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak merupakan satu 

 
76 H. Rachmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1dan 2, (Bandung: Eresco, 2011), 

hal 114 
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cara menumbuhkan kepatuhan dalam pembayaran pajak sehingga wajib 

pajak tidak akan terlambat dalam melakukan pelaporan pajak. Wajib 

Pajak yang sudah paham terhadap peraturan pajak yang berlaku di 

Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan, 

pembayaran/penyetoran pajak. Pemaham Wajib Pajak terhadap peraturan 

pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah dapat menunjang 

keberhasilan pemungutan pajak yang tenrunya akan mengurangi tingkat 

pelanggaran terhadap peratuean perpajakan.77  

Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan sebagai regulator, yaitu 

prinsipnya mengatur dimana setiap wajib pajak atau pemilik usaha rumah 

kos yang memiliki 10 (sepuluh) kamar atau lebih harus membayar pajak 

atas usaha rumah kos tersebut. Namun, pada kenyataannya dari 23 (dua 

puluh tiga) rumah kos yang ada di Kelurahan Bago hanya 2 (dua) rumah 

kos yang telah terdaftar dan membayar pajak kos. Selain itu, hasil 

wawancara dari beberpa narasumber pemilik rumah kos menunjukan 

bahwa banyak yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur 

tentang pajak kos.   

Tujuan PERDA tersebut dibuat agar dipatuhi oleh wajib pajak dan 

dilaksanakan oleh seluruh wajib pajak. Namun, pada kenyataannya masih 

banyak yang melanggar, tidak membayar pajak, dan melaporkan sebagai 

wajib pajak dengan alasan kurangnya pemahaman mengenai adanya 

peraturan pajak tersebut. 

 
77 Antikasari, Prosedur Kebijakan Perpajakan, (Jakaerta: Rineka Cipta, 2011), hal. 54 
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Dengan adanya pemahaman tentang pajak kos-kosan sesuai 

peraturan daerah terhadap pemilik usaha rumah kos yang telah terdaftar 

sebagai wajib pajak daerah kategori rumah kos. Untuk lebih 

meningkatkan pemahaman pemilik usaha rumah kos agar lebih patuh dan 

mengetahui adanya pearturan pajak kos seharusnya didukung oleh usaha 

dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dan dari Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan 

pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pemahaman peraturan 

pajak kos.  

1. Pemilik Usaha Kos-Kosan Yang Telah Memiliki NPWP 

Mengenai pemahaman pemilik usaha kos di Kelurahan Bago 

yang telah terdaftar sebagai wajib pajak kos hanya 1 (satu). Berikut 

tabel 5.1 yang akan membahas mengenai data pemahaman pemilik 

rumah kos yang telah terdaftar sebagai wajib pajak : 

Tabel 5.1 

Pemahaman Pajak Kos Terhadap Pemilik Rumah Kos Yang 

Telah Terdaftar Sebagai Wajib Pajak  

 
No Pemahaman Terhadap Pajak Kos Sesuai 

PERDA 

Memahami  

1  Syarat apa terdaftarnya sebagai Wajib Pajak Kos  √ 

2 Tarif wajib pajak kos √ 

3 Sanksi dan denda bagi yang melakukan 

pelanggaran 
√ 

4 Sanksi dan denda bagi yang tidak melakukan 

pelaporan usaha sebagai wajib pajak  
_ 

5 Mekanisme Pembayaran  √ 
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 Dari data tabel pemilik usaha rumah kos yang telah 

terdaftar sebagai wajib pajak kos sudah paham mengenai peraturan 

daerah yang mengatur tentang pajak kos. Akan tetapi mengenai 

adanya sanksi bagi yang tidak melakukan pelaporan bagi pemilik 

usaha kos yang telah mememuhi syarat memiliki 10 (sepuluh) kamar 

pemilik usaha kos tersebut tidak mengetahui adanya juga peraturan 

tersebut, karena mengetahui tentang pajak kos tidak menjamin untuk 

pemilik usaha kos paham semuanya akan peraturan pajak kos tersebut.   

2. Pemilik Usaha Kos-Kosan Yang Tidak Memiliki NPWP 

Mengenai pemahaman pemilik usaha kos di Kelurahan 

Bago yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak kos ada sebanyak  21 

(dua puluh satu) pemilik usaha kos akan tetapi penelitian ini 

menggunakan perbandingan pemilik usaha rkos yang tidak 

terdaftar wajib pajak kos sebanyak 3 (tiga). Berikut tabel 5.1 yang 

akan membahas mengenai data pemahaman pemilik rumah kos 

yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak: 
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Tabel 5.2 

Pemahaman Pajak Kos Terhadap Pemilik Rumah Kos Yang 

Tidak Terdaftar Sebagai Wajib Pajak  

 

No  Pemahaman Terhadap Pajak Kos Sesuai 

PERDA 
Jumlah 

Memahami 

1 Syarat apa terdaftarnya sebagai Wajib Pajak 

Kos 
1 

2 Tarif wajib pajak kos 0 

3 Sanksi dan denda bagi yang melakukan 

pelanggaran 
0 

4 Sanksi dan denda bagi yang tidak melakukan 

pelaporan usaha sebagai wajib pajak 
0 

5 Mekanisme Pembayaran 0 

 

 Dari data tabel pemilik usaha rumah kos yang tidak 

terdaftar sebagai wajib pajak kos, dari 3 (tiga) narasumber pemilik 

rumah kos tersebut banyak yang tidak mengetahui dan memahami 

mengenai adanya peraturan pajak yang mengatur tentang pajak kos-

kosan. Namun, tidak menjamin juga walaupun belum terdaftar sebagai 

wajib pajak pemilik rumah kos mengetahui syarat awal terdaftarnya 

sebagai wajib pajak kos memiliki 10 (sepuluh) kamar, akan tetapi 

pemilik usaha kos lainnya tidak mengetahui adanya juga peraturan 

tersebut. 

B. Perbandingan Tingkat Pemahaman Pajak Kos-Kosan 

Dari hasil yang di peroleh dari wawancara bersama narasumber 

pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Bago baik yang telah terdaftar 

sebagai wajib pajak maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak, dapat 

diambil kesimpulan mengenai perbandingan tingkat pemahaman pemilik 
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usaha rumah kos tentang pajak kos-kosan sesuai PERDA No. 7 Tahun 

2019. Dari 4 (empat) narasumeber pemilik usaha kos akan bandingkan 

tingkat pemahaman mengenai pajak kos-kosan dalam bentuk tabel 5.3: 

Tabel 5.3 

Presentase Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Pajak Kos Sesuai 

PERDA No. 7 Tahun 2019 

 
No  Pertanyaan  Jumlah 

Memahami 

Jumlah Belum 

Memahami 

1 Syarat awal memliki NPWP sampai 

mendaftarkan usaha rumah kos 

menjadi wajib pajak? 

2 2 

2 Berapa persen tarif yang wajib 

dibayar oleh wajib pajak kos? 
1 3 

3 Selama mendirikan usaha rumah 

kos pernah mengalama pelanggaran 

baik telah terdaftar wajib pajak 

maupun belum terdaftar?  

1 3 

4 Sanksi dan denda apa bagi mereka 

yang usaha rumah kosnya telah 

memenuhi syarat akan tetapi tidak 

mendaftarkan usaha rumah kos 

menjadi wajib pajak?    

0 4 

5 bagaiman sistem mekanisme 

pembayaran wajib pajak kos? 
1 3 

Persentase 25% 75% 

 

Dari tingkat pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak kos 

diketahui dalam tabel 5.3 bahwa tingkat pemahaman pemilik usah kos 

terhadap pajak kos masih sangat rendah dilihat dari hasil persentase 

perbadingan dari 5 (lima) pertanyaan yang  telah sesuai dengan Peraturan 

daerah No. 7 Tahun 2019, dapat peroleh hasil bahwa untuk pemilik usaha 

kos yang telah memahami mengenai peraturan daerah tentang pajak kos 
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hanya sebesar 25%, 75% belum pahaman tentang pajak kos karena belum 

pernah mendapatkan informasi mengenai pajak kos. Pemilik usaha kos 

masih belum mengetahui adanya peraturan mengenai adanya peraturan 

pajak kos tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten 

Tulungagung harus lebih konsisten dan merata dalam memberikan 

sosialisasi dan melakukan pembimbingan yang lebih ekstra untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pajak kos.  

Hal yang sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Andi Rustam dalam penelitiannya di Kota Makasar tentang Pemahaman 

Pajak Hotel, membuktikan bahwa pemilik usaha rumah kos mengenai 

pajak hotel kategori rumah kos masih kurang dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah dan tarif pajak rumah kos masih dirasa 

memberatkan sehingga menimbulkan tindakan penghindaran pajak.78 

Jadi, pentingnya pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh kepada 

pemilik usaha yang wajib pendaftarkan sebagai wajib pajak.  

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anik Nurhayati 

dalam penelitiannya penguji tingkat pengetahuan, pemahaman, dan 

kesadaran pemilik usaha rumah kos menyatakan bahwa pemahman 

pemilik usaha rumah kos  terhadap pajak kos masih terhitung rendah, 

sedangkan kesadaran terhadap pendaftaran dan pembayran pajak kos 

 
78 Andi Rustam, Perspektif Pemiliki Usaha Rumah Kos Tentang Pemahaman Pajak 

Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Vol. 4 No. 1, (jurnal Riset 

Perpajakan. Makassar, 2021) 
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masih belum ada kesadaran dan cenderung menghindar.79 Adapun 

tindakan tegas selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak DISPENDA 

untuk pemilik usaha kos yang belum memahami adanya peraturan wajib 

pajak kos, harus mulai membentuk bagian atau divisi yang menangani 

pelanggaran tersebut. Kemudian mengenai sanksi bagi yang telat bayar 

bisa ditindak lanjut lebih tegas harus dilakukan sesuai PERDA tersebut. 

 
79 Anik Nurhayati, Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Pemilik 

Usaha Kos Terhadap Pajak Kos Wilayah Pradah Indah Surabaya, ( Malang : Universitas 

Negeri Malang, 2019) 


